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yang akan dikembangkan,"
bebernya Senin [5/6).

Selanjutnya dana tersebut
cair ke LPD Selat, namun dana
tidak sampai pada orang-
orang yang sebelumnya ter-
cantum dalam pengajuan.
"Dan4 bantuan yang cair ketika
itu Rp 300 juta, namun ditemu-
kan ada indikasi penyelewen-
gan, dana tidak sampai sesuai
dengan nama yahg diajukani'
jelasnya.,Akibatnya terjadi
kerugian negara sebesar Rp
225 juta, sesuai dengan hasil
Audit BPKP.

Disebutkan baru ada satu
tersangka yang ditetapfan
yang mana tersangka terse-
but adalah pengurus LPD Se-
lat. Disinggung terkait peng-
gunaan dana tersebut, Elan
Jaelani enggan memberikarq
keterangan yang detail ter-

masuk detail peran tersangka.
"ltu sudah masuk materi per-
sidangan, untuk sementara
kami belum bisa sampaikan,"
ularnya seraya mengatakan
tersangka tidak ditaha n.

Ditanya terkait penambah-
an tersangka Elan Jaelani men-
gatakan masih dimungkinkan
ada tersangka lain, bila mana
memang cukup bukti. Disisi
lain dari tersangka belum ada
komunikasi untuk melakukan
pengembalian kerugian negara
akibat penyelewengan terse-
but. "Belum ada pembicaraan
atau etikad dari tersangka un-
tuk melakukan pengembaliani'
ungkapnya seraya men gatakan
tersangka disangkakan Pasal 2
dan Pasal 3 UU Tipikor dalam
UU Nomor 3L Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001. 16 e
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Ketua LPD Selat Resmi Tersafigka
* Dugaan Korupsi Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

"Dana bantuan
yang cair ketika
itu Rp 300 juta,

namun ditemukan
ada indikasi peny-
elewengan, dana

, tidak sampai ses-
uai dengan nama

yang diajukan,"
BANGLL NusaBali

Kejaksanaan Negeri [Kejari]
menetapkan salah satu pen-
gurus Lembaga Perkreditan
Desa ILPDJ Selat, Desa Selat,
Kecamatan Susut, Bangli seb-
agai tersangka kasus dugaan
penyelewengan dana Usaha

Ekonomi Produktif [UEp).
Tersangka tersebut adalah
Ketua LPD Selat, inisial Ni Luh
N, 40, asal Banjar Selat Peken,
Desa Selat.

_ Dikonfirmasi Kejari Bangli
IdaAyu Ratnasari Dewi melalui
Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan
faelani, menielaskan biia dana
UEP bersumber dari pusat me-
lalui program pengembangan
kecamatan (PPKJ pada tahun
2014. Dimana dalam program
tersebut sasarannya ada LPD.

Pada tahun 2013 LPD Se-
lat memohon atau mengaju-
kan Badan Kerjasama Lem-
baga Perkreditan Desa (BKS-
LPD), agar bisa memperoleh
dana UEP tersebut. "BKS-LPD
ini sebagai penyalur, dalam
permohonan tercantum 2l-
orang. Dalam pengajuannya
tersebut tertera pula usaha
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laporan hasil pemeriksaan
atas LKPD disampaikan
kepada DPRD selambat-
lambatanya dua bulan sejak
menerima laporan keuangan
dari pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemer-
intah daerah tahun ang-
garan 2017 disusun ber-
dasarkan standar akuntansi
pemerintah berbasis akruel
dan merupakan tahun ke-
tiga penerapan akuntansi
pemerintah berbasis akruel.
Seluruhnya telah melapor-
kan tepat waktu yang telah
ditetapkan sesuai peraturan
yang berlaku dengan laporan
yang diserahkan sebanyak
tiga laporan. Terdiri dari
laporan pemeriksaan.keuan-
gan tahun anggaran 2017,
Iaporan sistem pengendalian
intern, dan laporan pemer-
iksaan atas kepatuhan ter-
hadap perundang-undangan.

Salah satu pemeriksaan
yang dilakukan BPK yak-
ni laporan keuangan yang
dibuat pemerintah daerah
yang menghasilkan opini
atas lapbran keuangan serta
kepatuhan terhadap perun-
dang-undangan dengan pem-
berian opini sesuai denga4
standar akuntasi pemerin-
tah, kecukupan pengungka-
pan, kepatuhan perundan-
gan, serta efektivitas sistem
pengendalian internal. "Kami
mengucapkan selamat ter-
hadap prestasi yang dicapai.
dan mengharapkan pemer-
intah kabupaten/kota dapat
terus meningkatkan kualitas
pengelolaan keudngan serta
pelayanan kepada masyara-
kat," ujarnya.

Plt. Wali Kota Denpasar
IGN Jaya Negara menyam-

paikan ucapan terima kasih
kepada BPK-RI beserta ja-
jarannya yang telah mem.
berikan bimbingan selama
ini. Hal ini memberikan
dampak pada pengelolaan
keuangan, barang dan jasa
serta pelaksanaan Drosram
pembdngunan di Kota Den-
pasar dapat terwujud sesuai
dengan peraturan perun-
dang-undangan. Keberhasi.
Ian Kota Denpasar juga
tidak terlepas dari kualitas
sumber daya manusianya,
serta dengan keberhasilan
meraih opini WTP dapat
menjadikan semangat bagi
aparatur Pemkot Denpasar.
Diharapkan dapat berimbas
pada pelayanan publik se-
makin meningkat dan pada
akhirnya akan mampu me-
ningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kota Denpasar.
Sementara itu, Ketua

DPRD Denpasar I Gusti Ngu-
rah Gede mengatakan, lapo.
ran keuangan adalah hasil
kerja keras kabupaten/kota
yang disusun dalam laporan
keuangan daerah. "Mudah-
mudahan hasil laporan BPK
memberikan hasil yang sesuai
dengan harapan kita bersama.
Bahwa opini bukan tujuan
akhir dari laporan keuangan
daerah, tetapi langkah awal
untuk perbaikan-perbai-
kan yang transparan dan
akuntabel serta akhirnya
memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat. DPRD
mendorong para bupati/
wali kota untuk mengambil
perbaikan sesuai rekomen-
dasi dari BPK-RI perwakilan
Bali," ujarnya. (ad1010)

MENERIMA - PIt. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara
bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Ged.e
menerirna LHP dan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari
Kepala BPK-RI Perwahilan Bali Yulind.ra Tri Kusurno
Nugroho d.i ruang pertemuan BPK-RI Perwakilan Bali,
Senin (28/5) Ialu.
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Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP v
Enam Kali Berturut-turut

BADAN Pemeriksaan
Keuangan (BPK) Republik
Indonesia Perwakilan Bali
melaksanakan Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keiran-
gan Pemerintah Daerah
(LKPD) kabupaten/kota se-
Bali Tahun Anggaran 2017
di ruang pertemuan kantor
BPK-RI Perwakilan Bali,
Senin (2815). Bupati/wali
kota se-Bali bersama ketua
DPRD hadir dalam kesem-
patan tersebut.

Penyerahan LHP pertama
kali diserahkan kepada Pem-
kot Denpasar dan dilanjut-
kan kabupten lainnya oleh
Ketua BPK-RI Perwakilan
Bali Yulindra Tri Kusu-
mo Nugroho. LHP kepada
Pemkot Denpasar diterima
langsung Plt. Wali Kota Den-
pasar IGN Jaya Negara ber-
sama Ketua DPRD Denpasar
I Gusti Ngurah Gede. Pada
tahun ini, untuk keenam
kalinya Pemkot Denpas-
ar mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) secara berturut-turut
sejak tahun 2012.

Kepala BPK-RI Per-
wakilan Bali Yulindra
Tri Kusumo Nugroho me-
nyatakan, seluruh kabu-
paten/kota se-Bali berhasil
memperoleh opini WTP.
Penyerahan LHP atas LKPD
Tahun Anggaran 2017 kabu-
paten/kota se-Bali kepada
ketua DPRD dan kepala
daerah ini untuk memenuhi
amanat Undang-undang No-
mor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tangung Jawab Keuan-
gan Negard pasal 17 ayat
2, yang lnenyalakan bahwq
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lemperoleh irpini WTA dari SFK.
Jebetumnya, WTp dari BpK dipproleh
Pemprov Bali atas audit LKpD tahun
Algga-ran 20L3,2014, ZO1S, Oin
2015. Semua predikatWTp inidiraih
dalam periode kedua kepemimpinan
Gubernur Bali Maae Marieku pastika.

, Sebelumnya, Bali sem-pat tiga kali
beruntun_terpaku den ga n bpini"Wajar
o9lFan. pengecualian (WDp) dari
BP( yalni atas audit L-KPD fahun
Anggaran 20 1 0, 20 L I, dan Z}LZ.

Prestasi WTp atas audit LKpD
Tahun Anggaran 2017 tersebut diu-
mumkanoleh anggota VI BpK RI, Dr
Hany Azhar Asis MA" dalam Sidang

Llgpumq QenO Bali di Gedung Dewa{
Niti Mandala Denpasar, Seniri' 1Ze7S;.
Kemudian, piagam WTP diseiairi<air
kepada Gubernur Made Mangku pas-

tikapngdidampingi Ketua DFRD Bali,
Nyoman AdiWiryatama"

Dr Harry Azhar Asis MA me-
nyatakan, sesuai amanah dari UU No-
mor 15 Tahun 2004 atau UU Nomor
15 Tahun 2006 tentang Tanggung
fawab dan ?engelotaai Keuangan
Negara, BPK memberikan lapoian
a|.ls pemerikaan keuangan pemerin-
tah daerah untuk memberikan opini,
dengan memperhatikan standirasi
akuntansi, kecukupan pengungkapan,
kepatuh:m den g.ut perundang-undan-
gan, serta pengendalian internal. "Hari
ini hasil pemerilsaan BPK kami se-
rahkankepada Gubernur dan DpRD,"
ujar Auditor BPK kelahiran Tanjung
Pinang Kepulauan Riau ini.

- ..Pr€Jbsi WTPyang diraih pemprov
' Bali l<ali ini brmasirksempurna ditrbna_
ingkan dengan hasil peinerikaan di
provinsi lainnya. S€bab, tingkat kes_
gpnleraal maqraral<at Bali mengem-
birakan. Indikator kesejahtaraan itu
aoaran perckonomian Bali tumbuh 624
persen di tahun 2016, jauh lebih tinggi
dari pertumbuhan'ekonomi nasioill
sebesar5,06 persen

Selain itd, prosentase penduduk
miskin di Balicenderungnienurun di
mana tahun 2017 sebesar 414 persen
atau jauh lebih rendah dari angka
kemiskinan naslgnaf yang mencalpa i
10,12 persen. Tingkit penyerapan
tenaga kerja di Bali cukup beguj, di
mana angka pengangguran terbuka
tahun.2017 hanya 1,48 persen atau
Jaun dan rata rata nasional sebesar
5,5 persen. Sedangkan Indek pem-
bangunan Manusia [lPM) di Bali
tahun 2017 menuniukin angka 7d30
atau di atas rata rata nasional sebesar
70,81 persen.

.- .Bagi Pemprov Bali, ini untuk
kelima kalinya secara berunrun

2018 lalu.

ian internal, dan LHP atas

tertib.
Harry Azhar juga menginga&an

pertanggun gjawaban pen ggunaan
Keuangan hasil pemungutau paiak_-*
oan rakyat oleh pemprov Bali.,?pBD :

bati ini harus dibelanjakan sepenuh_
nya dengan bertanggung jwab dan
oengan baik.Kalau tidak, itu namanya
nggak menghormati diri sendiri din
orang lain, karena uang yang dikelu_
arKan membayqr pajak oleh rakyat
adalah untuk rakyat', tegas manmn
Tim Ahli Ekonomi MpR in"i.

. BPK meminta ada tindak lanjut
dari hasjl.temuan paling lambat'60
nan seJai( hasil pemerikaan diterima
Pemprov Bali. "Sesuai dengan pasal
20 ayat 3 UU Nomor 15 2104 ten_
tang Pemerikaan l(euangan Negara,
Pemprov Bal i-wajib meniirdaklrialuti
selamb_ar-lambatnya 60 hari sejakila_
sil BPK N diterima, Kami ingatkan
kepada Gubernur dan pimiinan
DPRD Bali menindaklanjutinya-l(alau
tidak, bisa menjadi ranah hukum,,,
tegas Harry Azhar yang notabene
mantan Wakil Ketua Komisi Xl DpR
RI fmembidangi keuangan).

5ementara itu, Gubernur Made
Mangku Pastika mengatakan raihan
WTP sebanyak 5 kali secara berturut-
turut ini adalah hasil keria bersama.
"Ya, kami apresiasi seluiuh eleme4
karena ini adalah hasil keria keras
bersama. Hal ini meniadi pedoaman
dalam pelakanaan tata kelbla keuan-
gan di Provinsi Bali," ujar Gubernur

llttit q seusai Sidang paripurna
DPRD Bali dengan agenda penyera-
han hasil audit LKpD fahunAnggaran
2017 di Gedung Dewan, Senin siang..

Soal adanya temuan-temuan oleh
BP( menurut Pastika, semuanva akan
dihrdaklanjuti, termasuk soal liepemi-
likan saham Pemprov Bali di pTMer-
galtaka Mandala--perusahaan yang
kelola Rumah Potoirg Hewan (RpH)
Temesi di Desa Tem-esi, Kecamatan
Gianfar. Menurut Pastika, Pemprov Bali
kemungkinan akan likuidasi kepemi-
likan saham di PT Merganraka Mairdata
yang berlaku sejak 15 Juli 2006 di era
Gubernur Dewa Made Beratha

"RPH Temesi itu kini tidak berop-
erasi. RPH tersebut hanya beberapa
tahun saja beroperasi, habis ilu
mangkrakAda salah hitungdan per-
encanaan di sini. lkmi keimungkinan
ambil solusi, yakni likuidiisi. Tapi, kita
kaji dnlu aturannya, bicarakan den:
gan pemerintah pusat dan Pemkab
Gianyar. Karena ada 3 pihak di sini,
yalni pusab Pemprov Bali, dan Pemk-
ab Gianyar," tegas mantan Asisten
Perencanaan Kapolri ini.6 nat

Gini ratio (angka ketimpangan
lapatanJ di Bali Q379persen,lebihpendapatan) di BaOf ZS persen, telih

rendah dari nasional sebesar 0,391
persen. Kami BPK dapat menyam-
paikan hasil kuniungai di beberapa
provinsi, mereka (provinsi luar Bali)
memang meraih WTB tapi rata-rata
indikatorkemalcnuran hanva L aau 2
item dipenuhi di atas rata-rala nasional,
Sedangkan Bali, dari 4 indikator ke-
makmuran yang dipenuhi, semuanya
berada di atas rata-rata nasional,"
tandas HarryAzhar.

Kendati meraih pr€dikat WTP dari
BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran
2017, namun masih ada be66rapa
masalah yang ditemukan dan harus
ditindaklanjuti oleh Pemprov Bali.
Pertama masalah kepemilikan saham
Pemprov Bali pada PT Mergantaka
Mandala di Desa Temesi, Kecamatan
Gianyar. Kedua, pemungutan Pajak
Kendaran Bermotor belum sepenuh.
nya tertib. Ketiga, Pergub Bali tentang
harga satuan provinsi tentang be.
saran harga sewa kendaraan belum
memadai. KeempaL penataan aset
Pemprov Bali belum sepenuhnya

I ft*nungotan falak fenda
b6lum sepenuhnya tertib

S Peflitsan aset pemprov Bali bekrm . ,: Gepenuhnya tertib ,:. . .ii

-

MenurutHamrAzhar,ada
ran LHP (l,aporan Hasil Pemer
atas APBD 20U, LHP atas pen
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$ugroho, LHP kepada Pemkot^ pemerintah berbasis akruel. Se-
Denpasar diterima langsung Plt. luruhnya telah melaporkan tepat
Walikota Denpasar I GN Jaya waktu yang telah ditetapkan
IJegara bersama Ketua DPRD sesuai peraturan yang berlaku
flenpasar I Gusti Ngurah Gede. denganlaporanyangdiserahkan
Pada tahun ini untuk keenam sebanyak tiga laporan. Terdiri
kalinya Pemkot Denpasar mem- darilaporanpempriksaankeuan-
pertahankan opini Wajar Tanpa gan tahun anggaran 20L7,lapo-
Hengecualian (WTP) berturut- ran sistem pengendalian intern,
turut sejak Tahun 2012. dan laporan pemeriksanaan atas

Kepala BPK Rl Perwakilan kepatuhanterhadapperundang-
Bali, Yulindra Tri Kusumo Nu- undangan.
groho menyatakan seluruh ka- Salah satu pemeriksanaan
bupaten/kotra se- Bali. berhasil yang dilakukan BPKyakni laporan
memperoleh opini WTP. LHP keuangan yang dibuat pemerin.
atasLKPDTahunAnggaran20lT'tah daerah yang menghasilkan
kabupaten/kota se-Bali kepada opiniataslaporankeuanganserta
ketua DPRD dan kepala daerah. kepatuhan terhadap perundang-
HaI ini untuk memenuhi am- undangan dengan pemberiari
anatUndang-Undang Nomor 15 opinisesuaidenganstandarakun-
Tahun 2004 tentang pemerik- tasi pemerintah, kecukupan pen-
saan pengelolaan dan tangung- gungkapan, kepatuhan perun-
jqwab keuangan negara Pasal 17 dangan, serta efektivitas,sistem
altat 2 yang menyatakan bahwa pengendalian internal. 'lKami
l{poran hasil pemeriksaan atas mengucapkan selamat terhadap
LKPD disampaikan kepada prestasi yang dicapai, dan meng-
D P RD s el a mbat- la mbatanya harapkan pemerinah kabupaten/
dua bulan sejak menerima lapo- kota dapat terus meningkatkan
ran keuan$an dari pemerintah kwalitas pengelolaan keuangan
dabrah. serta pelayanan kepada masyara-

Laporan keuahgan pemerin- kati'ujarnya.
tah daerah tahun anggaranZ}lT FltWalikota Denpasar I GN Jaya
disusun berdsarkan standar "Negara menyampaikan ucapan
akuntansi pemerintah berbasis ffina kasih kepada BPK RI be-
akruel dan merupakan tahun serta jajarannya yang telah mem-akruel dan merupakan tahun serta jajarannya yang telah mem-

_\g!ig" penerapan akuntansi berikan bimbingan selama ini.

'9ls
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Pemkot Denpasar Pertahankan ,./
0pini WTP Enam l(ali Berturut.turut

DENPASAR, NusaBali
Badan Pemeriksaan Keuangan

[BPK) Republik Indonesia Per-
wakilan Bali melaksanakan Pe-
nyerahan Laporan Hasil Pemer-
iksa,naan [LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerip,t{Daerah
Kabu patenl Koh (!KBDDe- Bal i
Tahun Anggaran 2017, Senin
(28/5) di ruang pertemuan
kantor BPK RI Perwakilan Bali.
Bupati/Walikota se-Bali bersama
Ketua DPRD hadir dalam kesem-
patan tersebut.

Penyerahan LHP pertama kali
diserahkan kepada Pemkot Den-
pasar dan dilanjutkan k4bupten
lainnya oleh Ketua BPK RI Per-
wakilan Bali Yulindra Tri Kusumo

Plt Walikota I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede
menerima LHP dan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari Kepala BpK Rl perwakilan Bati
Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Senin (28151 di ruang pertemuan BpK Rlt{prwakilan Balt.

Hal ini memberikan dampak pada
pengelolaan keuangan, barang dan
jasa serta pelaksanaan program
pembangunan di Kota Denpasar
dapat terwujud sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan Kota Denpasar juga
tidak terlepas dari kwalitas sum-
ber daya manusianya, serta den-
gan keberhasilan meraih opini
WTP dapat menjadikan semangat
bagi aparatur Pemkot Denpasar.
Diharapkan dapat berimbas pada
pelayanan publik semakin me-
ningkat dan pada akhirnya akan
mampu meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara Ketua DPRD Den-
pasar I Gusti Ngurah Gede men-
gatakan laporan keuangan adalah
hasil kerja keras kabupaten/
kota yang disusun dalam laporan
keuangan daerah. "Mudah-muda-
han hasil laporan BPK memberi-
kan hasil yang sesuai dengan ha-
rapan kita bersama. Bahwa opini
bukan tujuan akhir dari laporan
keuangan daerah tetapi langkah
awal untuk perbaikan-perbaikan
yang transparan dan akuntable
serta akhirnya memberikan ke-
sejahteraan kepada masyarakat.
DPRD mendorong para bupati/
walikota unfuk mengambil perbai-
kan sesuai rekomendasi dari BPK
RI perwakilan Bali," ujarnya. @
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Buteteng putu Agus suradnvana bersama .",r" orro illif;i'J'3""17

surpiatna, menerima LHP atas LKPD tahun 2017 dari BpK Rl perwakitin a"ti.

LHP tersebut diserahkan langsung
oleh Kepala BPK Rl Penrvakitan Ball
Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada
Bupati Buleleng, Putu Agus Surad-
nyana, dan Ketua DpRD Kabupaten

lgleleng, Gede Supriatna, di Gedung
BPK Rl Perwakilan Bali, oada Senin

(2815) lalu.
Menurut Bupati Agus Surad-

nydna, hal-hal yang menjadi catatan
dari BPK Rl, akan dikurangi agar
opini WTP yang diraihnya berkuali-
tas. Sehingga serhua pimpinan
organisasi perangkat daerah (OpD)
lingkup Pemkab Buleleng, dingatkan
agar selalu bekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
"Hal-hal yang menjadi catatan um-
umnya kerugian akibat fiesalahan
administrasi, itu sudah diperbaiki. Ke
depan saya inginkan agar catatan itu
bisa dikurangi. Bukan semata WpT
saja, tatapi bagaimana agar laporan
nanti berkualitas," tandasnya.
. Selain menegaskan target capaian

dalam pengelolaan keuangan di tahun
2018, Bupati Agus Suradhyana juga

mengapreasiasi kinerja seluruh jaja-
rannya mulai dari Sekretaris Daerah
(Sekda) hingga pimpinan OpD, "Saya
mengucapkan terimakasih keoada
semua pihak yang telah bekerja keras
mengawal pemeriksaan ini dan juga
kepada BPK Rl yang telah memberi-
kan bimbingan kepada kami," jelabnya.

Sementara Ketua DpRD Buleleng,
Gede Supriatna tetap mengingatkan
agar eksekutif selalu taat dan oatuh
dengan peraturan perundang-un-
dangan dalam mengelola keuangan
daerah untuk pembangunan Buleleng.
"Kami di DPRD sebagai mitra kerji,
setatu memberi pengawasan. Dalam
pembahasan APBD, kami juga ketat,
dan selalu menekankan prinsip kehati-
hatian," kata politisi pDlp asal Desa/
Kecamatan Tejakula ini. @ k19
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Buleleng Pertahankan Opini WTp'
* Bupati Target Menekan Catatan dari BpK

SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Buleleng. akhirnya berhasil memper-
tahankan opini wajar tanpa pengec-
ualian (WTP), atas laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD), untuk
keempat kalinya. Kini, Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana pasang target
mengurangi hal-hal yang menjadi
catatan oleh Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Rl, dalam pengelolaan
keuangan tersebut.

"Tentu ini sebuah kerberhasilan,
karena selama ini semua pimpinan
$KPD bekerja keras dan sangat.
berhati-hati. Ke depan bukan hanya
WTP saja, tetapi saya ingin agar bisa
mengurangi hal-hal yang menjadi
catatan dari BPK," kata Bupati Agus
Suradnyana, saat dikonfirmasi usai
pimpin Apel Bendera memperingati
Hari Kelahiran Pancasila, Jumat (1/6),
di Kantor Bupati Jalan Pahlawan
Singaraja.

Pemkab Buleleng meraih opini
WTP pertama, atas pengelolaan
k€uangan daerah tahun 2014. Opini itu
berhasil dipertahankan secara bertu-
rut{urut, untuk pengelolaan keuangan
tahun 2015,2016, dan tahun 2017.

Opini WTP tersebut tertuanq dalam
laporan hasil pemeriksaan (LH"p) BpK
Rl. atas LKPD tahun 2017.
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Hattrick Opini WTR Bonus Menanti

BUPATI I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menerima penghargaan WTP ketigakalinya

untuk Pemkab Karangasem di Audotorium BPK Perwakilan Provinsi Bali' Senin (28/5).

nvmpunA, NusaBali
Pemkab Karangasem meraih hat-

trick (tiga kali berturut-turut) meraih
opini WTP (Wajar Tanpa Perkecual-
ian) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Rl Perwakilan Provinsi Bali atas
Laporan Keuangan Pemerintah Dae-
rah Tahun Angga'an 2017 . Bonus dari
Kementerian Keuangan pun menanti.
Bonus masih menunggu pembahasan
APBN Perubahan 2018. KePala BPK
Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra
Tri Kusumo Nugroho, menyerahkan
langsung Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) kepada Bupati Karangasem. I

GustiAyu Mas Sumatri, di ruang Audi-
torium Kantor BPK Perwakilan Provinsi
Bali, Senin (2815)

Bupati Karangasem, I Gusti AYU

Mas Sumatri, mengatakan bonus sudah
pasti ada, hanya besarannya masln
menunggu APBN Perubahan 2O18.
Menurut Bupati Mas Sumatri, sepanjang
pemerintahan di Karangasem baru

-lall lni 
mampu menciptakan hattrick

opini V{IP. Sebelumnya hanya meraih
WTP satu kali. "lnilah pemerintahan
kalau dilandasi semangat yang jujur.
pemerintahan bersih dari korupsi, bersih
dari pungli, tidak mengenal main mata
dengan rekanan. BPK memberikan
penghargaan WTP kepada Pemkab
Karangasem, ya karena pemerintahan

yang bersih," jelas Bupati Mas Sumatri
usai memimpin upacara peringatan Hari
Lahirnya Pancasila di Lapangan Tanah
Aron Amlapura, Jumat (1/6).

Dikatakan, Bupati/Wakil Bupati
Karangasem mengawali bertugas,
bersumpah di Pura Penataran Agung
Besakih. Konsekuensinya mesti be-
rani mempertanggungjawabkan secara
sekala dan niskala. Apa yang diperiksa
BPK itu adalah pertanggungjawaban
administrasi secara sekala. PrestaEi itu
tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD
sehingga memunculkan pemerintahan
yang bersih. Dikatakan, bonus opini
VWP yang pernah didapatkan pada ta-
hun 2016 sebesar RD 7 miliardan tahun
2017 sebesar Rp 35,25 miliar. Harapan
di tahun 2018 sama dengan tahun 201 7,

bahkan bisa lebih. 'Harapan kami bo-
nusnya mencapai Rp 60 miliar," ungkap
Buoati Mas Sumatri.

Diterangkan, bonus atas opini WTP
berasal dari Dana Insentif Daerah (DlD),
bersumber dari penyisihan penggunaan
DAU (dana alokasi umum) pusat 1-2
persen setiap tahun. Terpisah, Inspektur
pada Inspektorat Daerah Karangasem,
I Wayan Sudarsana, mengatakan gelar
tiga kali opini WTP mengisyaratkan bonus
didapatkan meningkat. Hanya saja belum
diberikan kepastian besaran bonus yaig
dikucurkan. Sebab masih menunggu
pembahasan APBNP. @k16
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